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KETERBUKAAN DAN DINAMIKA
INTERNAL GERAKAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT SIPIL DI LAMPUNG

Oléh Drs. Nanang Trenggono, M.Si

LIMA tahun setelah gerakan reformasi Mei 1998, e
pandangan-pandangan evaluatif tethadap gerakan ains/
(masyatakgtsipil) di Lampung. Seja kemajus
kita capai dengan reformasi? Sejauhmanakah peng
partisipasi masyarakat sipil? Sejauhmanakah ger
masyarakat sipil mampu mendorong kebijakan publik -
betbasis kepentingan rakyat? Dalam hal ini, setidak-ti
ada dua kecenderungan jawaban.

Pertama, pandangan pesimis yang tidak terlalu yakin E
gerakan massa mampu membuat perubahan.
memandang bahwa transisi politik ekonomi sosial
berkepanjangan. Meskipun dari kelompok ini juga bel
tawaran pemikiran solusif. Kedwua, pandangan optimis
melihat sudah ada perkembangan positif hasil dari ge
reformasi yakni pergeseran pola pattisipasi dari pesr
radikalisme menuju masyarakat sipil, yakni pola part:
yang spontan bergeser pada pola partisipasi yang terpre
dan terorganisasi.! ‘

Untuk membahas proses politik di Lampung, t
berikut menggabungkan dua pandangan di atas ses
betgantian,tetutamadz]amkaitnnnyadengantema merr
ruang partisipasi publik. Meskipun sebenarnya, dua pand:
tersebut tidak sepenuhnya tepat sebagai pisau analisis.
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Tantangan Bagi Partisipasi
Partisipasi politik merupakan wacana yang dianggap

!I|(PAAT hg. Di sini partisipasi diletakkan dalam kongeks peran

': IF aktivitas publik untuk mempengaruhi keputusan-

UNG usan politik. Seperti dikutip Miriam Budiarjo, 1998, dati

Si pat Huntington dan Nelson: By political participation we

activity private citizens designed 1o influence government decision

g. Participation may be individual or collective, organized or

meous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal-or illegal,

¢ or ineffective (Partisipasi politik adalah kegiatan warga

_ ra yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang

1 ksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan

;128;;; pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau

| —— tif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis,

Bkah damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif

i pengna . 02

anakah geraka - efekﬂf)... ; il el d

| publik 738 engan demikian jelas bahwa partisipast politik tidak

B tiko kvl ;sudkan hanyasemata-mamsebagaiakﬁvitaspublikyang

| kan oleh partai politik. Bahkan termasuk dalam

B yakin bak i "liﬁkadalahdndakan.—tindakanindividualdalnm

itas seseorang sebagai warga negara untuk

»engaruhi keputusan politik.
slam praktik, setelah gerakan reformasi, ruang
ipasi publik semakin terbuka. Dan berbagai persoalan
arakat yang sebelumnya bisa dibungkam melalui
an represi militer sekarang bermunculan di mana-
Masyarakat menuntut agar berbagai problem mereka
diselesaikan secara adil. Bila kita cermati ruang publik
terbuka merupakan fenomena yang masih belum
ikan kepastian bagi berkembangnya partisipasi
 warga yang efektif, mengingat instrumen politik dan
n yang dipelukan untuk tumbuhnya demokrasi belum

: pﬁng, tulis‘
n di atas secar
7 tema membuk

sau analisis.







formasi publi

i belum konkr
t::i]ari Habibie
arnoputri. Satu

| peluang adala

Piddmnya tida

entang partisipa

di Lampung tid:
ancang pera
partisipasi publi
;g menyebabk
i para pen mQD
irtai politik.

terhadap berbag

1negatif ini adal:

sidala.mke angx

m pembanguna

ategorikan sebag

) pemerintah.
h sebagian bes
si-aksi publik y

uncul pertanyaa

ksi, dibayar berz

Relatif kecil polit

memadai untu

asial.

k signifikan dala
asi, apalagi bi
ipan tidak simpat
imgerakan mas

E:elemahkan .

raya, me

:yang berbelan;
Pin. Pada titk 1

munduran demi kemunduran praktik demokrasi akan terus
=mbuskan oleh pihak-pihak yang anti terhadap gerakan
kerakyatan.

dua, posisi dan peran partai sebagai organisasi politik
ern yang seharusnya menyalurkan kepentingan publik,
in peran ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
atnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap
r, pemimpin, bahkan organisasi politik ini.” Penilaian
itif masyarakat terhadap partai politik semakin

la relasi pattai politik dengan masyatakatnya sedemikian
maka partai politik tidak lagi menjadi alternatif
rakat untuk menyampaikan keluhan, tuntutan, dan
si. Peran partai politik akan diambil alih oleh organ-
1 non-pemerintah yang mampu menampung dan

mpingi kepentingan masyarakat luas.

ivaluasi Kritis

fiode awal sampai dengan pertengahan 1990an gerakan
i Lampung dimulai dengan gagasan radikalisme gerakan :
. Pemikiran gerakan didasarkan pada teori-teori kritis i
Lenin dan varannya. Pola gerakan dilakukan dalam
k kelompok-kelompok studi kritis yang berjalan

\ |

kan keberadaan partai polittk dengan masyarakat.
ya, resistensi negatif masyarakat akan menimbulkan

i balik yang negatif pula dari partai politik terhadap |

sosial yang disampaikan masyarakat. ~ ~

_ pada akhir periode 1990an di Lampung, krisis
ni yang disertai krisis politik, telah memunculkan
an politik terbuka yang terkonsentrasi untuk

hkan rezim Orba. Elemen-elemen oposisi petlawanan

motori kelas menengah juga lahir dari Lampung, seperti
engarai Anders Uhlin, 1997, misalnya aktivis-aktivis
okrasi muslim, aktivis gerakan populis berbasis wacana
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